BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat ditarik
kesimpulan umum bahwa inventarisasi yang dilaksanakan belum sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016. Masih
terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya
pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun permasalahan yang
ditemui antara lain dilihat dari:

1. Aspek Pendataan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Data
DBR dan DBL tidak update pada aplikasi SIMAK BMN dan banyak
ruangan yang belum memiliki daftar barang ruangan.

2. Aspek Pencatatan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kurangnya sumber daya manusia yang melakukan inventarisasi, belum
terbentuknya tim inventarisasi dan tim penanggung jawab ruang,
pencatatan masih dilakukan di Microsoft excel dan belum dilakukan
penempelan label registrasi sementara pada barang yang sudah

diinventarisasi.



3.

Aspek Pelaporan Hasil Pendataan BMN pelaksanaan inventarisasi aset
tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan. Laporan hasil inventarisasi belum dapat disusun karena

proses inventarisasi belum selesai.

B. Saran

Terkait permasalahan yang ada pada pelaksanaan inventarisasi aset

tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan, penulis memberikan saran antara lain dilihat dari:

1.

2.

Aspek Pendataan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penulis
menyarankan agar segera mengupdate data pada aplikasi SIMAK BMN
apabila sudah selesai inventarisasi sehingga DBR yang sudah update
dapat segera diletakkan di masing-masing ruangan.

Aspek Pencatatan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penulis
menyarankan agar membentuk Tim Inventarisasi dan Penanggung
Jawab Ruangan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator. Seiring
dengan bertambahnya personil dapat membantu proses inventarisasi
aset tetap lebih efektif dan efisien, serta setiap ruangan akan memiliki
penanggung jawab atas aset di ruang tersebut. Selain itu, dibutuhkan
pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan

Barang Milik Negara, pelaksanaan inventarisasi aset tetap berpedoman
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3.

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara, misalnya penggunaan kertas
kerja inventarisasi, berita acara hasil inventarisasi, penempelan label
registrasi sementara dan penyusunan laporan hasil inventarisasi.

Aspek Pelaporan Hasil Pendataan BMN pelaksanaan inventarisasi aset
tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan. Penulis menyarankan untuk segera menyelesaikan
proses inventarisasi supaya laporan hasil inventarisasi dapat segera
disusun dan ditindaklanjuti yang berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara.
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